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PENEGAKAN HUKUM ANGGOTA MILITER YANG TERLIBAT 
DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA  




Pengguna narkotika di zaman sekarang ini tidak hanya dilakukan oleh masyarakat 
sipil namun juga dilakukan oleh militer yang pada hakikatnya bertugas untuk 
menjaga keutuhan bangsa dan negara. Penegakan hukum dalam kasus narkotika  
sendiri didalam lingkup militer terdapat proses-proses yang tidak ditemukan 
dalam peradilan pada umumnya, beberapa diantaranya mengesampingkan aturan-
aturan hukum yang bersifat general. Namun pada prinsipnya dalam penegakan 
hukum penekanan tentang asas equality before the law, keadilan dan kepastian 
hukum adalah marupakan hal yang tentunya sangat diimpikan oleh semua orang. 
Penelitian hukum ini menunjukkan bahwa penyelesaian hukum dan upaya 
penegkan lingkup militer tidak dibatasi dengan hubungan antara instansi. Kajian 
ini sendiri untuk mengetahui secara mendalam proses-proses dalam penegakan 
hukum anggota militer yang melakukan tindak pidana narkotika, yang mana 
panelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris dengan melakukan 
komparasi antara aturan yang ada dengan fakta-fakta dilapangan. Proses-proses 
dalam penegakan hukum dilingkup militer sendiri dipegang oleh Polisi Militer, 
Oditur, Ankum, Papera, dan Hakim. 




Now a days narcotics is not only spread among civilians but also military section 
which has the duty to keep the sovereignty. Law enforcement of narcotics cases 
that works on military domain has different justice that we can’t find on usual 
cases, many of them set aside some general rules. But the principles of law 
enforcement emphasis equality before the law, justice and legal certainty has been 
dreamed by everyone. The research of this rules showed that legal settlement and 
law enforcement on military domain doesn’t limited by connection beetwen 
institution. This study is done to figure out the processes of legal enforcement on 
military members who did this criminal act which this research completed by 
using juridical empiric with the comparation beetwen legal constitution and field 
facts. Those law enforcement processes on military domain held by Military 
Police, Prosecutor, Ankum, Papera, and judge. 
Keywords: Law enforcement, Military, Narcotics 
 
1. PENDAHULUAN 
Negara Indonesia merupakan negara hukum yang memegang teguh nilai-
nilai dan prinsip hukum sebagaimana kita ketahui dalam “Undang-Undang Dasar 
1945 yang menjelaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara yang 
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berdasarkan hukum (Rechtstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka 
(machtstaat). Hal ini mengandung arti bahwa Indonesia adalah negara hukum 
yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, 
menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin setiap warga negara 
bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada 
pengecualian. Penegakan keadilan berdasarkan hukum harus dilaksanakan oleh 
setiap warga negara, setiap penyelenggara negara, setiap lembaga kenegaraan, dan 
setiap lembaga kemasyarakatan”.1 
“Sejarah Lembaga Kehakiman di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari 
perkembangan masyarakat Indonesia itu sendiri, dan sejarah perkembangan 
kehakiman ini dapat diketahui dari perkembangan peraturan perundang – 
undangan yang mengatur kehakiman di Indonesia”.2 Lembaga kehakiman sendiri 
telah dilegitimasi dalam UUD 1945 dalam Pasal 24 ayat 2, yang kemudian 
dipertegas dalam UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan 
Kehakiman sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 bahwa kekuasaan Kehakiman 
dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di 
bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, 
lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh 
sebuah Mahkamah Konstitusi. 
Hukum pidana militer adalah hukum khusus, disebut khusus karena untuk 
membedakannya dengan hukum pidana umum yang berlaku disetiap orang. Hal 
ini dikenal dalam asas hukum (Lex Specialist Derogat Legi Generale) yang 
mengandung makna bahwa aturan yang Khusus mengesampingkan aturan yang 
Umum. 
Pada realitanya banyak anggota TNI yang bertindak diluar dari kewajaran, 
melakukan tindak pidana yang menyimpan dari nilai-nilai Sapta Marga. Tentara 
Nasional Indonesia (TNI) merupakan bagian warga negara Indonesia yang 
dianggap sama kedudukannya di mata hukum. Apabila dipandang dari perspektif 
sistem peradilan pidana di Indonesia maka anggota militer mempunyai kedudukan 
                                                          
1
 Moh. Faisal salam, 2004, Peradilan Militer Di Indonesia, Bandung : Mandar maju, hal 73. 
2
 Yesmil Anwar, Adang, 2009, Sistem Peradilan Pidana (Konsep, 2009, Komponen & 
Pelaksanaan Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia), Bandung: Widya Padjadjaran, hal 220. 
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yang sama di depan hukum dengan masyarakat atau kita kenal dalam asas sistem 
peradilan pidana disebut Equality Before The Law. Hukum yang ada di Indonesia 
tidak mengenal pengecualian dan tidak ada satupun warga negara yang kebal 
terhadap hukum, termasuk di antaranya adalah anggota TNI. 
Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana Proses 
penyelesaian Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anggota Militer yang terlibat 
dalam Kasus Narkotika? (2) Apa saja kendala yang dihadapi dalam Proses 
penyelesaian Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan Anggota Militer? Adapun 
tujuan dari penelitian ini ( 
 
2. METODE PENELITIAN 
Pada tahap penulisan ini, peneliti menggunakan metode yuridis empiris 
yaitu, mengidentifikasi dan mengkonsepkan hukum sebagai institusi sosial yang 
riil dan fungsional. Adapun jenis dari penelitian ini adalah deskriptif, “metode ini  
dipergunakan untuk menggambarkan berbagai gejala dan fakta yang terdapat 
kehidupan sosial secara mendalam. Dalam pelaksanaan, pengumpulan data 
dilaksanakan dengan melakukan seleksitas data yang dianggap representatif 
secara operasional”.3 
Kemudian sumber data yang penulis dalam penelitian ini terdiri dari data 
Primer yaitu yang diperoleh langsung melalui wawancara dan sekunder yaitu 
“Data Sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, 
hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan”.4 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Proses Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anggota 
Militer Yang Terlibat Dalam Kasus Narkotika 
“Peraturan perundang-undangan yang memuat tindak pidana diluar KUHP 
berbeda dengan KUHP, dalam rumusannya selain mengatur segi-segi hukum 
materil (perumusan tindak pidana, macam-macam pidana dll) kadang juga 
mengatur secara khusus tentang segi-segi hukum pada formil yaitu: bagaimana 
                                                          
3
 Beni Ahmad Saebani, 2009,  Metode Penelitian Hukum, Bandung: CV Pustaka Setia, hal 57-58. 
4
 Amirudin, H. Zaenal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT.Raja 
Grafindo Persada, hal. 30 
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cara melaksanakan hukum pidana materil yaitu Penyelidikan, penuntutan, 
mengadili perkara dan lain-lain tapi sebagian besar masih mengacu pada KUHAP. 
Adanya ketentuan mengenai pidana Khusus diluar KUHP merupakan perluasan 
secara kuantitatif mengikuti perkembangan dan kebutuhan masyarakat”.5 
“Dalam KUHPM tidak mengatur secara tegas mengenai tindak pidana 
penyalahgunaan narkotika, namun menurut hakim Pengadilan Militer penggunaan 
peraturan perundang-undangan diluar KUHPM untuk memutus perkara Narkotika 
berdasarkan Pasal 2 KUHP yang menyatakan bahwa ketentuan pidana dalam 
perundang-undangan Republik Indonesia berlaku bagi setiap orang yang dalam 
daerah Republik Indonesia melakukan suatu tindak pidana dengan tidak 
membedakan apakah pelakunya seorang warga sipil atau seorang militer”.6 
Hal tersebut di atas sejalan dan didukung oleh pendapat Mayor CHK 
Silveria Supanti selaku Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang 
mengatakan bahwa: “Dalam aturan yang berlaku dalam lingkup militer, harus 
mendahulukan aturan yang khusus dari pada aturan yang umum. Namun bukan 
berarti aturan yang umum tidak berlaku, tapi inilah yang namanya penerapan 
prinsip hukum”. 7 
Mengenai prosedur dalam penyelesaian perkara militer sendiri memiliki 
tahapan yang sama dengan perkara umum, tahapan tersebut meliputi: Tahap 
penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di depan pengadilan, dan yang terakhir 
adalah tahap eksekusi. Namun dilingkup peradilan militer, dalam setiap tahap 
tersebut memiliki ciri khas yang menandakan kekhasan dari peradilan militer itu 
sendiri. Misalnya dalam proses penyidikan, tidak hanya dilakukan oleh Polisi 
Militer akan tetapi penyidikan dapat juga dilakukan oleh Oditur, Ankum. Dan 
dapat pula dilakukan oleh kepolisian atau pegawai negeri sipil yang diberikan 
kewenangan oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan. Mayor CHK 
                                                          
5
Tina Asmarawati, 2014, Delik-Delik Yang Berada Di Luar KUHP, Yogyakarta: 
DEEPUBLISH(Groub Penerbit CV. Budi Utama), hal. 11. 
6
Ardyanto Imam W dkk, 2014,Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalagunaan 
Narkotika yang dilakukan oleh anggota TNI, Jurnal Serambi Hukum Vol. 08 No. 02 Agustus 
2014, hal 9. 
7
Mayor CHK Silveria Supanti, Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, Wawancara Pribadi, 
Yogyakarta, 20 Juni 2017, pukul 8.50 WIB 
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Silveria Supanti selaku Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, 
mengungkapkan  mengenai keadaan penegak hukum dalam lingkup militer saat 
ini: “Penegakan hukum saat ini sudah mengikuti berkembang yang sesuai tuntutan 
masyarakat. Dalam hal lain juga disebabkan karena Peradilan militer berada 
dibawa naungan Mahkamah Agung dan adanya dukungan penuh mengenai 
penegakan hukum dilingkup militer sendiri termasuk diantaranya penegakan 
hukum bagi anggota yang melakukan tindak pidana narkotika.
8
 
Peranan penegak hukum sendiri dalam proses penyelesaian perkara tindak 
pidana Narkotika yang dilakukan oleh Anggota Militer, dibagi atas beberapa 
tahap yaitu: (1) Penyidikan; (2) Penuntutan; (3) Pemeriksaan di depan Pengadilan 
Militer; (4) Eksekusi. 
Proses penyelidikan dan penyidikan dalam HAPMIL tidak membedakan 
secara pengertian, jadi pada hakikatnya tidak ada perbedaannya dengan penyelidik 
dan penyidik pada pidana umum. Pada tahapan pelaksanaan penyelidikan tidak 
secara khusus juga diatur dalam HAPMIL karena dalam militer yang memegang 
fungsi penyelidikan adalah Komandan yang pelaksanaannya di pegang oleh Polisi 
Militer (POM), Namun disisi lain Papera juga mempunyai peran untuk melakukan 
penyelidikan akan tetapi ditujukan kepada Ankum. sejalan dengan apa yang di 
kemukakan oleh Kapten Murhani Selaku PASI IDIK (Perwira Seksi Penyidik) 
Denpom Surakarta, ia mengatakan: “Dalam proses-proses penyelidikan yang 
terdapat dalam lingkup militer dipegang langsung oleh Komandan kesatuan yang 
pelaksanaannya dilakukan oleh Polisi Militer.
9
 “Kegiatan penyidikan pada 
umumnya ditujukan terhadap perkara yang jelas tersangka dan penderitanya, 
tetapi kegiatan tersebut juga dapat dilakukan terhadap perkara yang masih kurang 
jelas yang perlu dibuktikan lebih lanjut dengancara pengamatan dan 
penjejakan”.10  
                                                          
8
Mayor CHK Silveria Supanti, Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, Wawancara Pribadi, 
Yogyakarta, 20 Juni 2017, pukul 8.50 WIB. 
9
Kapten Murhani, Pasi Idik (Perwira Seksi Penyidi), Wawancara Pribadi, Surakarta, Hari selasa 
tanggal, 4 juni 2017, pukul 12.30 WIB. 
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Kemudia lebih lanjut militer Kpt Murhani mengemukakan bahwa:“Pada 
tahapan penyidikan tidak semua perkara tindak pidana yang dilakukan oleh 
anggota militer dapat diketahui secara langsung oleh penyidik (POM), akan tetapi 
beberapa hal yang masih perlu dibuktikan melalui pengamatan yang 
pelaksanaannya melibatkan beberapa pihak. Seperti misalnya pada perkara tindak 
pidana narkotika yang harus dibuktikan kebenarannya melalui pemeriksaan 
Labolatorium (Lab) yang telah diajak bekerjasama baik dari Polri maupun rumah 
sakit yang ditunjuk oleh menteri kesehatan melalui putusannya”.11 
“Wewenang penuntut pada umumnya dipegang oleh penuntut umum 
sebagai monopoli, artinya tidak ada badan lain yang boleh melakukan itu atau 
dikenal dengan istilah  “Dominis Litis” ditangan penuntut umum”.12 Dalam 
lingkup Pengadilan Militer sendiri dalam tahap penuntutan dipegang oleh Oditur 
yang dilain hal mempunyai kewenangan juga untuk melakukan penyidikan. Akan 
tetapi oditur dalam proses penututan tidak sepenuhnya menjadi kewenangannya. 
Seperti halnya pada tahap pelimpahan perkara kepengadilan, dalam lingkup 
peradilan militer penyerahan perkara dipegang oleh perwira penyerah perkara atau 
disebut sebagai PAPERA. 
Dalam tahapan pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika terdapat 
ketentuan yang harus diperhatikan, karena didalam peradilan militer berlaku 
beberapa jenis peradilan yang telah ditentukan perannya masing-masing. Kepala 
Pengadilan militer sebagai penentu dalam pemeriksaan, apakah ini termasuk 
wewenang pengadilan militer ataukah pengadilan tinggi. Kewenangan pengadilan 
militer untuk mengadili ada pada anggota militer yang berpangkat Kapten 
kebawah, sedangkan Pengadilan Militer tinggi mengadili tingkat pertama 
terdakwa yang berpangkat Mayor keatas dan mengadili tingkat kedua perkara 
banding dari pengadilan militer. 
Pada tahapan pemeriksaan persidangan, Mayor CHK Silveria Supanti 
selaku Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta mengungkapkan bahwa:“Pada 
tahapan pemeriksaan didepan pengadilan dengan perkara narkotika memakai 
                                                          
11
Kapten Murhani, Pasi Idik (Perwira Seksi Penyidik), Wawancara Pribadi, Surakarta, Hari selasa 
tanggal, 4 juni 2017, pukul 12.30 WIB. 
12
Ibid, hal. 69 
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acara pemeriksaan biasa namun dilaksanakan secara cepat dan secara keseluruhan 
hampir sama dengan proses-proses pemeriksaan yang lain dalam Pengadilan 
militer. Selain dari pada itu terhadap pemeriksaan dilakukan suatu penilaian 
terhadap fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan”.13 
“Tahap pelaksanaan putusan pengadilan setelah putusan hakim 
berkekuatan hukum tetap, maka eksekusi bagi terpidana militer yang tidak 
dikenakan hukuman tambahan berupa pemecatan dilaksanakaan di 
Pemasyarakatan Militer, sedangkan bagi terpidana yang mendapat hukuman 
tambahan berupa pemecatan eksekusinya dilaksanakan di Lembaga 
Pemasyarakatan Umum”.14 
3.2 Kendala Yang Dihadapi Dalam Proses Penyelesaian Tindak Pidana 
Narkotika Yang Dilakukan Anggota Militer 
Narkotika merupakan barang yang sangat berbahaya, beberapa hal 
mengenai sebab dan akibat telah diungkapkan di atas. Bahkan pemerintah benar-
benar tegas terhadap pelaku-pelaku narkotika terutama yang bertindak sebagai 
pengedar. Kemudian dalam lingkup institusi kemiliteran juga telah 
mendeklarasikan diri untuk ikut serta dalam memberantas narkotika melalui ST 
Panglima (surat telegram) yang secara tegas menindak bagi para Anggota Militer 
yang melakukan tindakan berhubungan dengan narkotika.  
Salah satu bukti bahwa pemerintah serius dalam hal pemberantasan 
terhadap narkotika yaitu pemberian penghargaan kepada penegak hukum yang 
berjasa dalam pemberantasan narkotika seperti yang yang tertulis dalam Pasal 109 
Undang-undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Pemerintah 
memberikan penghargaan kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah 
berjasa dalam upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran 
gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.” 
                                                          
13
Mayor CHK Silveria Supanti, Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, Wawancara Pribadi, 
Yogyakarta, 31 Juli 2017, pukul 11.40 WIB. 
14
Misran Wahyudi, Tesis, Independensi Oditur Militer Tentara Nasional Indonesia (TNI) Dalam 
Melaksanakan Fungsinya Di Oditurat Militer III-14 Denpasar, Universitas Udayana Denpasar 
2015, hal 78-79. 
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Adapun kendala-kendala penegak hukum yang ditemukan dalam 
menjalankan amanat Undang-undang adalah: penyidik, Kapten Murani selaku 
PASI DENPOM Surakarta mengungkapkan bahwa “Dalam menjalankan fungsi 
sebagai penyidik sejauh ini yang menjadi kendala dalam menangani kasus 
narkotika terdapat pada barang bukti. Jadi beberapa kasus narkotika yang terlibat 
tidak hanya anggota militer akan tetapi masyarakat sipil yang sering kali 
melakukan perbuatan penyalahgunaan narkotika tersebut secara bersama-sama. 
Dalam pemeriksaannya terdapat kendala karena barang bukti dipakai oleh dua 
institusi yakni polisi yang bertindak sebagai penyidik warga sipil dan Polisi 
Militer sebagai penyidik anggota militer, Sedangkan barang bukti tersebut oleh 
penyidik militer sangat dibutuhkan sebagai alat untuk pembuat terang kasus yang 
dialami oleh anggota militer. Di sisi lain barang bukti tersebut juga dibutuhkan 
oleh penyidik lainnya yang menjalani proses melalui peradilan yang berbeda. Hal 
inilah yang menimbulkan konsekuensi pada waktu penyelesaian perkara semakin 
lama”.15 Oditur, wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Oditur Militer II-
11 Yogyakarta, Bapak Suratno selaku Perwira Urusan Pengolah Perkara 
mengungkapkan bahwa beberapa kendala yang dialami oleh oditur dalam 
menjalankan proses penegakan hukum dalam menangani kasus tindak pidana 
Narkotika adalah: (1) Apabila ada anggota militer yang dalam proses perkaranya 
belum selesai kemudian melarikan diri; (2) Anggota yang telah pindah tugas 
namun perkaranya belum pada tahap Putusan; (3)Adanya keterlambatan waktu 
dalam pelaksanakan penunututan karena lambatnya keputusan yang dikeluarkan 
oleh PAPERA.
16
 Hakim, Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Mayor 
CHK Silveria Supanti, mengungkapkan bahwa yang menjadi faktor penghambat 
adalah pada tahapan rehabilitasi, sudah mencanangkan untuk melakukan 
rehabilitasi dan bahkan ditingkat kasasi ada putusan rehabilitasi akan tetapi 
sampai saat ini belum bisa dilaksanakan karena belum adanya MoU yang 
menunjuk rumah sakit yang dijadikan sebagai sarana dan prasarana yang 
                                                          
15
Kapten Murhani, Kadit Penyidik Denpom Surakarta, Wawancara Pribadi, Yogyakarta, 31 Juli 
2017, pukul 11.40 WIB. 
16
Suratmo, Perwira Urusan Pengola Perkara  Militer II-11 Yogyakarta, Wawancara Pribadi, 
Yogyakarta, 31 Juli 2017, pukul 01.25 WIB. 
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mendukung pengaplikatifan aturan hukum yang berlaku. Misalnya dalam hal 
rehabilitasi, pada tahapan ini sebenarnya ada beberapa putusan dalam tingkat 
kasasi di putuskan untuk dilakukan rehabilitasi sebagai wujud dari hak yang 
dimiliki oleh pecandu narkotika akan tetapi permasalahan tempat yang dijadikan 
sebagai wadah untuk menampung para pecandu narkoba belum ada. 
4. PENUTUP 
Berdasarkan hasil penelitian tentang penegakan hukum bagi Anggota 
Militer yang melakukan tindak pidana Narkotika yang dilakukan diwilayah 
hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dapat ditarik kesimpulan sebagai 
berikut: 
Pertama, terhadap proses-proses penyelesaian yang terdapat dalam penegakan 
hukum bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana narkotika secara 
umum sama halnya dengan proses-proses penyelesaian dalam perkara tindak 
pidana lainnya, hanya saja yang membedakan dari segi prioritas dalam 
penanganan tindak pidana narkotika lebih diutamakan dari pada tindak pidana 
lainnya. Pada tahapannya sendiri dimulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, 
penuntutan, pemeriksaan didepan pengadilan, dan yang terakhir tahap putusan dan 
eksekusi. Namun peradilan militer adalah merupakan Peradilan Khusus yang 
tentunya ada ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku, yang diatur dalam UU No. 
31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer yang mengatur tentang kewenangan 
penyidikan yang dipegang oleh Polisi Militer, Oditur, dan Ankum. Oditur tidak 
hanya berwenang melakukan penuntutan akan tetapi juga mempunyai wewenang 
untuk melakukan penyidikan. Kemudian dalam hal penuntutan tidak hanya Oditur 
yang mempunyai kewenangan penuh akan tetapi Papera juga berperan sebagai 
penentu apakah perbuatan tersebut dapat dilimpakan kepada Pengadilan Militer 
atau diselesaikan dalam Kesatuan sendiri, dengan melalui Surat keputusan Papera. 
Kedua, tingkatan pemberian pidana sendiri yang ditemukan dalam penelitian ini 
setiap anggota militer terlibat dalam perbuatan penyalahgunaan narkotikan akan 
diberikan tambahan berupa pemecatan dari kesatuan TNI. Dalam penegakan 
hukum ditemukan beberapa kendala yang melingkupi masing-masing para 
penegak hukum, yaitu: a) Penyidik, dalam melaksanakan tugasnya sebagai 
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penyidik menemukan kendala pada saat menangani kasus narkotika yaitu adanya 
keterlibatan masyarakat umum dalam penyalah gunaan narkotika. Maka secara 
langsung pada barang bukti dipakai dalam dua institusi yang berbeda. Hal ini 
yang menjadi penghambat penyidik dalam menyelesaikan kasus secepat mungkin; 
b) Oditur, yang menjadi kendala dalam menjalankan peran sebagai penegak 
hukum adalah: (1) Apabila ada anggota militer yang dalam proses perkaranya 
belum selesai kemudian melarikan diri; (2) Anggota yang telah pindah tugas 
namun perkaranya belum pada tahap Putusan; (3) Adanya keterlambatan waktu 
dalam pelaksanakan penunututan karena lambatnya keputusan yang dikeluarkan 
oleh PAPERA; c) Hakim, salah satu menjadi faktor penghambat hakim dalam 
menjalankan perannya sebagai pelaksana undang-undang adalah upaya 
rehabilitasi terhadap anggota militer yang terlibat dalam penyalagunaan narkotika, 
yang tidak bisa dijalankan karena belum adanya wadah atau fasilitas yang 
diberikan untuk melakukan tahap rehabilitas seperti yang tersebut dalam undang-
undang. Meskipun ditingkat kasasi sudah ada putusan rehabilitasi akan tetapi 
sampai saat ini belum bisa dilaksanakan karena belum adanya MoU yang 
menunjuk rumah sakit yang dijadikan sebagai sarana dan prasarana. 
Pertama, Sebaiknya para penegak hukum dilingkup militer kususnya 
Polisi Militer  melakukan Penyuluhan hukum dimasyarakat agar dapat 
memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana hukum yang 
berlaku dalam lingkup militer, sehingga lebih mempermudah dalam penegakan 
hukum khususnya kepada pelaku tindak pidana narkotika . 
Kedua, Memberikan kewenangan yang lebih kepada Polisi Militer dalam hal 
penyelidikan dan penyidikan sehingga dapat melakukan penegakan hukum secara 
cepat dan efektif. 
Ketiga, Menyiapkan sarana dan prasarana terutama sarana untuk melaksanakan 
tahap rehabilitasi bagi pecandu/pemakai narkotik agar pelaku tindak pidana 
narkotika mendapat kepastian hukum. 
Keempat, Perlunya wadah dalam lingkup militer untuk menampung laporan-
laporan dari masyarakat terhadap perilaku anggota militer agar dapat melakukan 
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